SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 40 ayat
(5), Pasal 44, Pasal 47 ayat (2), Pasal 58, Pasal 73 ayat (3), Pasal
87 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



Menetapkan

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
309);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan
di ruang lalu lintas jalan.

Angkutan Antarkota Antarprovinsi adalah Angkutan dari
satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah
kabupaten/kota yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah
provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat
dalam Trayek.

Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah Angkutan dari
satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan
menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Angkutan Massal adalah pelayanan angkutan orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum dalam Kawasan perkotaan yang
menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal
dan dilengkapi dengan lajur khusus.

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil
penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat
ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu
yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil
Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah
perkotaan dan/atau Kawasan tertentu atau dari suatu
tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi
tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.

Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah
Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum
yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer
yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah
operasi dalam Kawasan Perkotaan.

Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan
Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam
Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum atau
Mobil Bus Umum untuk keperluan angkutan antar jemput,
angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan
carter, dan angkutan sewa umum.

Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah Angkutan
dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang
dioperasikan dijalan lokal dan jalan lingkungan.

Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata adalah
Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum
dan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda khusus
untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke
tempat lain dalam satu Daerah yang tidak bersinggungan
dengan Trayek Angkutan perkotaan.

Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke
tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam
Trayek.

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan
usahanya.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.

Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan
yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan
umum.



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya
yang memenuhi persyaratan teknis tempat
ditempelkan /dilekatkannya rambu.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya
disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antarinstansi
penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya
disebut Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/ atau
ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi
satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.

Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya
disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan
Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan
berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI
adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut
muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang
dilalui.

Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang
memuat data Kendaraan dan Izin penyelenggaraan.

Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun
dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki
kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan
transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan
yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran.

Lokasi Terminal Penumpang adalah letak Simpul Terminal
yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau
intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan dengan titik
koordinat.

Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang
sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang,
termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih
dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
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Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan
orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram
sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang
lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000
(dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua
ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih
4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari
1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang
yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang
maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi
2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7
(satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

Mobil Bus Maxi adalah Kendaraan Bermotor Angkutan yang
beratnya lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram
sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram,
panjang maksimal 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai
13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, lebar tidak
melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi
kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus)
milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali
lebar kendaraan.

Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan
orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram
sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang
maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak
melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak
lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

Mobil Bus Tingkat adalah Kendaraan Bermotor Angkutan
orang yang beratnya minimal 21.000 (dua puluh satu ribu)
kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu)
kilogram, panjang keseluruhan minimal 9.000 (sembilan
ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima
ratus) milimeter, lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500
(dua ribu lima ratus) milimeter, dan tinggi kendaraan tidak
lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan
orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan)
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih
dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut
bayaran.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan
orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan)
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak
Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor
yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin
dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.



43.

44.

45.

46.

47.

48

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang
memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang
pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.

Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor
Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8
(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram dengan dipungut bayaran.

Papan Tambahan adalah pelat alumunium atau bahan
lainnya yang dipasang di bawah daun rambu yang
memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan
untuk berlalu lintas.

Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum
yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain

Pengemudi dan awak Kendaraan.

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan
Kendaraan Bermotor Umum.

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang
berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau
perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,
perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Rencana Induk Terminal adalah dokumen rencana
pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa
yang akan datang.

Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang
memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan
Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.

Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian
antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun
kereta api, pelabuhan laut, Pelabuhan sungai dan danau,
dan/atau bandar udara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal
pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan
Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa
yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan
teratur.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya
untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.



57. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk
pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang
atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan
tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta
berjadwal atau tidak berjadwal.

58.Zona Pelayanan Terminal adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan
pelayanan Terminal.

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
mekanisme dan tata cara penyediaan Angkutan umum;
penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe C;
penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas;
Forum LLAJ;
pelaporan; dan
pendanaan.

oo TP

BAB II
MEKANISME DAN TATA CARA PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek

Paragraf 1
Rencana Umum Jaringan Trayek

Pasal 3
Bupati menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan
dan Perdesaan.

Pasal 4

Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 memuat minimal:

a. asal dan tujuan Trayek;

b. tempat persinggahan Trayek;

c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan
nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan
kabupaten /kota;
perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan; dan

e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan.

Pasal 5
(1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek dilakukan
secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum
LLAJ.
(2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek dapat
dilaksanakan melalui penyedia jasa konsultansi.



(3) Rencana umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala
paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Angkutan

Pasal 6
Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam Trayek di Daerah terdiri atas:
a. Angkutan Perkotaan; dan
b. Angkutan Pedesaan.

Pasal 7

(1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
harus memenuhi kriteria:

a. memiliki rute tetap dan teratur; dan

b. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat
yang ditentukan untuk Angkutan Perkotaan dan
Angkutan Pedesaan.

(2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dapat berupa:

a. Terminal;

b. halte; dan/atau

c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
b. Mobil Bus umum.

Pasal 8
Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
terdiri atas pelayanan bersifat regular dan/atau cepat dengan
pembatasan jumlah Terminal yang disinggahi sesuai Izin Trayek
atau yang tertera di Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Paragraf 3
Angkutan Perkotaan

Pasal 9
(1) Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a dilaksanakan dalam Jaringan Trayek Angkutan
Perkotaan yang terdiri atas:
a. Trayek utama; dan
b. Trayek pengumpan.



(2)

(1)

(1)

Kriteria pelayanan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk pada
Kawasan Perkotaan.

Pasal 10
Kriteria pelayanan Trayek perkotaan di Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) termasuk dalam pelayanan
Angkutan Perkotaan dalam Kawasan Perkotaan sedang.
Angkutan Perkotaan dalam Kawasan Perkotaan sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
dengan kriteria pelayanan sebagai berikut:
a. Trayek utama:

1. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum
dalam jadwal perjalanan;

2. melayani Angkutan antarkawasan utama serta antara
kawasan utama dan pendukung, dengan ciri
melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;

3. melayani Angkutan secara terus menerus serta
berhenti pada tempat untuk menaikkan dan
menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan
untuk Angkutan Perkotaan;

4. tempat untuk menaikan dan  menurunkan
penumpang menggunakan halte; dan

5. menggunakan Mobil Bus Besar atau Mobil Bus
Sedang; dan

b. Trayek pengumpan:

1. berfungsi sebagai Trayek pengumpan terhadap
Trayek utama;

2. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum
dalam jadwal perjalanan;

3. melayani angkutan pada kawasan pendukung dan
antara kawasan pendukung dan permukiman;

4. melayani Angkutan secara terus menerus serta
berhenti pada tempat untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang yang telah ditetapkan
untuk Angkutan Perkotaan; dan

5. menggunakan Mobil Bus Kecil dan/atau Mobil
Penumpang Umum.

Pasal 11

Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. nama perusahaan Angkutan umum, nama merek
dagang, dan/atau nomor urut kendaraan yang
dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang
kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji
kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang
kendaraan;



(2)
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b. Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang
dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang
ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

c. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan perkotaan
dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;

d. pengemudi harus menggunakan seragam perusahaan
Angkutan umum yang dilengkapi dengan kartu identitas
yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan
oleh setiap perusahaan Angkutan umum;

e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor yang
dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;

f. tulisan jenis kelas pelayanan ekonomi atau kelas
nonekonomi dicantumkan pada kaca depan dan
belakang;

g. dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor
kendaraan atas nama badan hukum dan kartu
pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;

h. dapat dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;

i. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam
dan di luar bagian belakang pada kendaraan;

j.- daftar tarif yang berlaku;

k. alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat
merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi
dalam mengoperasikan kendaraan;

l. dilengkapi dasbor kamera yang mengarah ke luar
kendaraan dan di dalam kendaraan;

m. alat pemantau pergerakan kendaraan secara elektronik
dapat berupa global positioning system; dan

n. alat transmisi/transmitter yang berfungsi untuk
pendataan dan/atau pembayaran berupa on board unit
yang dipasang pada kendaraan.

Pelayanan Angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dipasang media informasi yang pemasangannya tidak

mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan
dan keamanan penumpang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tulisan, ukuran,

dan identitas kendaraan Angkutan Perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 4
Angkutan Pedesaan

Pasal 12

(1) Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b dilaksanakan dalam Jaringan Trayek Pedesaan.

(2) Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:

(3)

(4)

a.
b.

d.

mempunyai jadwal tetap;

melayani Angkutan bersifat lambat dengan waktu
menunggu relatif cukup lama;

melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti
pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan
Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan
Pedesaan; dan

dilayani dengan Mobil Bus Kecil atau Mobil Penumpang
Umum.

Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Pedesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a.

g.
h.

i.

nama perusahaan Angkutan umum dan/atau nama
merek dagang dan nomor urut kendaraan yang
dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang
kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji
kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang
kendaraan;

Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang
dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang
ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
dilengkapi tanda khusus berupa tulisan pedesaan
dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada
badan kendaraan sebelah kiri dan sebelah kanan;
pengemudi harus menggunakan seragam perusahaan
Angkutan umum yang dilengkapi dengan kartu identitas
yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan
oleh setiap perusahaan Angkutan umum;

identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor yang
dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor
kendaraan atas nama badan hukum dan kartu
pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;

dapat dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam
dan di luar bagian belakang pada kendaraan; dan

daftar tarif yang berlaku.

Pelayanan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dipasang media informasi yang pemasangannya tidak
mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan
dan keamanan penumpang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan Angkutan
Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
dilaksanakan sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 5
Jenis Kelas Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 13
Jenis kelas pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek yang menggunakan Mobil
Bus umum terdiri atas:
a. pelayanan ekonomi; dan
b. pelayanan nonekonomi.
Setiap Perusahaan Angkutan Umum harus menyediakan
jenis kelas pelayanan ekonomi paling rendah 20% (dua
puluh persen) dari jumlah Mobil Bus pada pelayanan
Angkutan Antarkota Antarprovinsi atau Angkutan Antarkota
dalam Provinsi.

Pasal 14

Jenis kelas pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan
minimal yang dilengkapi dengan fasilitas pengatur suhu
ruangan  berupa  pendingin udara dengan @ tetap
memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis kelas pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan kapasitas dan konfigurasi

tempat duduk sebagai berikut:

a. jenis kelas pelayanan ekonomi dengan menggunakan
kendaraan Mobil Bus Sedang kapasitas maksimal 31
(tiga puluh satu) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 2-2
(dua-dua);

b. jenis kelas pelayanan ekonomi dengan menggunakan
kendaraan Mobil Bus Besar kapasitas maksimal 59 (lima
puluh sembilan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 3-2
(tiga-dua); dan

c. jenis kelas pelayanan ekonomi dengan menggunakan
kendaraan Mobil Bus Maxi kapasitas maksimal 69 (enam
puluh sembilan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 3-2
(tiga-dua).
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Pasal 15

(1) Jenis kelas pelayanan nonekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang
dilengkapi dengan:

a. fasilitas pengatur suhu ruangan berupa pendingin
ruangan;
tempat duduk yang dapat diatur; dan

c. dapat dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk
kenyamanan penumpang.

(2) Fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ minimal berupa:

a. toilet;

b. televisi; dan

c. layanan internet nirkabel.

(3) Jenis kelas pelayanan nonekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kapasitas maksimal
tempat duduk dan konfigurasi tempat duduk sebagai
berikut:

a. jenis kelas pelayanan nonekonomi dengan menggunakan
kendaraan Mobil Bus Sedang kapasitas maksimal 25
(dua puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 2-2
(dua-dua);

b. jenis kelas pelayanan nonekonomi dengan menggunakan
kendaraan Mobil Bus Besar kapasitas maksimal 44
(empat puluh empat) tempat duduk tidak termasuk
tempat duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat
duduk 2-2 (dua-dua);

c. jenis kelas pelayanan nonekonomi dengan menggunakan
kendaraan Mobil Bus Maxi kapasitas maksimal 55 (lima
puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 2-2 (dua-
dua); dan

d. jenis kelas pelayanan nonekonomi dengan menggunakan
kendaraan Mobil Bus Tingkat kapasitas maksimal 55
(lima puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 2-2
(dua-dua).

Paragraf 6
Perizinan Angkutan Umum

Pasal 16
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki Perizinan
Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.



(2)
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Permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
atau Sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17

Perizinan berusaha Angkutan Orang dalam Trayek harus
memenuhi persyaratan:

a.

memiliki minimal 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan
dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat
Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji
berkala dan foto kendaraan;

memiliki dan/ atau menguasai penyimpanan
kendaraan/ pool;

memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang
mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan
Bermotor;

kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan
kendaraan/kuota yang ditetapkan;

menyusun rencana bisnis/business plan Perusahaan
Angkutan Umum,;

memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang
dengan Bermotor Umum Dalam Trayek;

menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;

memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara
elektronik; dan

usia Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perkotaan
dan Angkutan Perdesaan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme, dan
tata cara permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam
Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Paragraf 7
Pelelangan atau Seleksi

Pasal 19
Pemberian Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:

a. pelelangan; atau
b. seleksi.

Pasal 20

(1) Pemberian Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek melalui
pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a
dilakukan untuk pembukaan Trayek baru.

(2) Izin Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang telah
memenuhi  persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pengumuman  pelelangan pembukaan Trayek baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui
laman, papan pengumuman, dan/atau media massa paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.

(2) Pengumuman  pelelangan pembukaan Trayek baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
Rencana Umum Jaringan Trayek.

(3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Bupati, untuk pelelangan pembukaan
Trayek baru pada:

a. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah
Daerah;

b. Trayek pedesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah
Daerah; dan

c. Trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) provinsi
sebagai tugas perbantuan.

(4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) minimal memuat:

a. nama Trayek;
b. tempat asal dan tujuan Trayek;

jarak tempubh;

terminal persinggahan;

jenis kendaraan yang melayani Trayek;

jumlah perusahaan Angkutan umum yang akan melayani

Trayek;

g. jumlah dan frekuensi kendaraan yang dibutuhkan
perhari; dan

Moo
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h. Standar Pelayanan Minimal yang diharapkan untuk
Trayek tersebut.

Penilaian terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf h minimal memuat:

a. tahun pembuatan Kendaraan Bermotor Umum;

b. jumlah tempat duduk;

c. model pengelolaan operasional; dan

d. tarif.

Pasal 22
Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dilakukan pemilihan
pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
Pemenang pelelangan terhadap pembukaan layanan baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui
laman, papan pengumuman, dan/atau media massa.
Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pemenang lelang diberikan Izin
penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek yang berupa
dokumen kontrak.

Pasal 23
Pemberian Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam
Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf b dilakukan untuk perpanjangan Izin.
Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi permohonan:
a. pembaharuan masa berlaku Izin;
b. perubahan Izin; dan
c. penambahan Trayek.

Pasal 24
Pemberi Izin melakukan penilaian persyaratan administrasi
dan teknis terhadap persyaratan setiap pemohon.
Terhadap penilaian persyaratan administrasi dan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi Izin
memberikan pesetujuan atau penolakan Izin kepada
pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
Dalam hal Izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penolakan disertai dengan alasan dan rekomendasi
penyempurnaan.
Setelah memenuhi rekomendasi penyempurnaan dari
pemberi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon
dapat mengajukan kembali permohonan kepada pemberi
Izin.
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Persetujuan terhadap permohonan Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang Izin
berupa dokumen kontrak.

Paragraf 8
Izin Insidental

Pasal 25

Izin insidental merupakan Izin yang hanya diberikan kepada

perusahaan Angkutan umum yang telah memiliki Izin

penyelenggaraan.

Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

diberikan untuk kepentingan:

a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan
tertentu berupa angkutan pada hari besar keagamaan,
angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan
transmigrasi; atau

b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial,
atau keadaan darurat.

Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan ketentuan:

a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;

b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan

c. tidak dapat diperpanjang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Izin insidental

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
harus memuat ketentuan mengenai tempat menaikkan
dan/atau menurunkan penumpang.

Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang transportasi darat, untuk
terminal asal tujuan tipe C.

Paragraf 9
Pemberian Subsidi Tarif

Pasal 27
Pemerintah Daerah pada Trayek atau lintas tertentu dapat
memberikan  Subsidi Angkutan Penumpang Umum
Perkotaan dan Pedesaan sesuai dengan kemampuan
Keuangan Daerah.
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Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan dan
Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
pada suatu Trayek tertentu berdasarkan besaran biaya
operasional kendaraan yang dikeluarkan oleh Perusahaan
Angkutan Umum.

Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilayani lebih dari 1 (satu) Perusahaan Angkutan Umum.

Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) meliputi:

a. Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan
khusus untuk pelajar/ mahasiswa;

b. Trayek perkotaan dan Angkutan Pedesaan dengan
Angkutan Massal yang tarif keekonomian tidak
terjangkau daya beli masyarakat;

c. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya
operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
dan/atau

d. Angkutan Perkotaan, atau angkutan perdesaan yang
berdampak nasional.

Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28
Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ditetapkan berdasarkan kajian.
Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
tenaga ahli yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan
kewenangannya.
Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan evaluasi oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli
yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29
Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan
Dan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada Perusahaan
Angkutan Umum yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan
kewenangannya melalui proses pemilihan berdasarkan
usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat sesuai
dengan kewenangannya.
Proses pemilihan Perusahaan  Angkutan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan
hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara
atau badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang
angkutan umum dengan prinsip penugasan.
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(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pemilihan

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
transportasi darat.

(4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis.

(5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

(1)

disusun oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang transportasi darat sesuai dengan
kewenangannya.

Paragraf 10
Penyelenggaraan Angkutan Umum
Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 30

Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan

jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

dalam Trayek, perusahaan Angkutan umum dapat
menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Penggunaan  aplikasi  berbasis  teknologi  informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia
aplikasi berbasis teknologi informasi.

Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan

hukum Indonesia dengan kriteria minimal:

a. melakukan kontrak penjualan, penyerahan jasa,
dan/atau penagihan;

b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana
penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa
pada bank yang ada di Indonesia;

b. mempunyai atau menguasai server atau pusat data yang
berdomisili di Indonesia;

c. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi
lainnya; dan

d. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan
konsumen.

Perusahaan Angkutan umum yang menggunakan aplikasi

berbasis teknologi informasi secara mandiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan di bidang
pengusahaan Angkutan umum.

Dalam hal perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan

transaksi keuangan secara mandiri, perusahaan penyedia
aplikasi berbasis teknologi informasi harus terdaftar pada
otoritas jasa keuangan.
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(6) Tata cara Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang
memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang
harus bekerja sama dengan perusahaan Angkutan umum yang
telah memiliki Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam
Trayek.

Paragraf 11
Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 32

(1) Setiap pengemudi dan perusahaan Angkutan umum yang
menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek wajib mematuhi ketentuan
mengenai:

a. Perizinan Berusaha dan NonPerizinan dalam
penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan

b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.

(2) Pengawasan atas kepatuhan Angkutan orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan
Bermotor dengan menggunakan peralatan secara manual
atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk
pengawasan di dalam Terminal; atau

b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, untuk pengawasan Angkutan Orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek selain
di Terminal.

(4) Pengemudi dan/atau perusahaan Angkutan Umum yang
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dilakukan di:
a. ruas jalan;
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b. terminal,
c. tempat keberangkatan; dan
d. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.

Pasal 34

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Perizinan
Angkutan umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi:

a. dokumen Perizinan;

b. dokumen Angkutan orang;

c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi
tanggung jawab perusahaan Angkutan umum;

b. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan Izin yang
diberikan;

c. tanda identitas perusahaan Angkutan umum; dan

d. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.

(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan
laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi:

a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
c. Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 35
Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan
Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau
elektronik.

Pasal 36
Dalam hal perusahaaan Angkutan umum mengalami penurunan
kualitas dan kuantitas dalam penyediaan Angkutan, pemberi
Izin dapat meninjau ulang Izin penyelenggaraan Angkutan orang
yang diberikan kepada perusahaan Angkutan umum yang
bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi
kinerja perusahaan Angkutan umum.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Angkutan
Umum

Pasal 37

(1) Penyediaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Angkutan
Umum diselenggarakan dalam Upaya memenuhi kebutuhan
Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman,
nyaman, dan terjangkau.

(2) Prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. jalan raya;
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jembatan;

terminal;

halte;

rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum;

dan/atau

Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum yang

dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas
pendukung Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan
partisipasi sektor swasta.

o oo o

™

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Sumber Daya
manusia di Bidang Angkutan Umum terhadap Perusahaan
Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan
Bermotor yang beroperasi di jalan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan Angkutan Umum.

(2) Pengembangan Sumber Daya manusia di Bidang Angkutan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pembinaan;

b. penyuluhan;

c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. pemberian penghargaan.

(3) Materi pembinaan, penyuluhan, Pendidikan dan pelatihan
serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) minimal meliputi:

a. manajemen Perusahaan Angkutan Umum;
b. perbengkelan; dan
c. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Paragraf 1
Umum

Pasal 39
Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek di Daerah terdiri atas:
a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; dan
b. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
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Paragraf 2
Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 40
Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a
diklasifikasikan menjadi:
a. reguler; dan
b. eksekutif.
Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi
reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan
batasan minimal 1.000 (seribu) sentimeter kubik sampai
dengan 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi
dengan fasilitas standar pada kendaraan.
Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi
eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan taksi yang menggunakan kendaraan di atas
1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan
fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.

Pasal 41
Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi pelayanan
sebagai berikut:
a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam Kawasan
Perkotaan;
tidak berjadwal;
pelayanan dari pintu ke pintu;
tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum
pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak
bukti pembayaran atau pada aplikasi berbasis teknologi
informasi dengan bukti dokumen elektronik;
f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan; dan
g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis
teknologi informasi.
Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk
mendapat persetujuan dari Bupati untuk wilayah operasi
Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang
seluruhnya berada dalam Daerah.

o oo o
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Pasal 42

(1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan
Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.

Kendaraan yang dipergunakan meliputi:

1. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau

2. Mobil Penumpang Bukan Sedan.

dilengkapi tulisan "TAKSI" dan dapat dibaca dengan jelas
yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan
dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam
apabila argometer dihidupkan;

dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan
warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi
yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku
pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;

dilengkapi argometer yang disegel oleh instansi yang
berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera
ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo
yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah,
dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan
dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau
merek dagang;

lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping
kanan tanda taksi;

identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan,
mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan
oleh masing-masing perusahaan Angkutan taksi;

alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi
dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya,
baik secara audio, visual, atau data;

keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan
biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian
dalam pintu belakang;

dilengkapi dengan surat tanda nomor Kendaraan
Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik
Standar Pelayanan yang masih berlaku;

nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan Angkutan
yang ditempatkan pada sisi kanan atau kiri kendaraan,
bagian belakang, dan bagian dalam kendaraan; dan
mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan
masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam
dan/atau bagian luar kendaraan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran tulisan dan
identitas kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan
Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan

Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (1), dapat dipasang media reklame

dengan persyaratan sebagai berikut:

a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu
pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
dan

b. dipasang membujur di atas atap kendaraan, memiliki
ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) millimeter, paling
panjang 1.000 (seribu) milimeter dan paling tebal 200
(dua ratus) milimeter.

Dalam  hal pelayanan Angkutan Orang Dengan

Menggunakan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya,

dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat

persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44
Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, merupakan
pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam
Kawasan Perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan,
atau simpul transportasi lainnya.
Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan
Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan mempertimbangkan:
a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan

Menggunakan Taksi;

c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan
Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh
Bupati untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah.

Pasal 45

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang
dengan Menggunakan Taksi pada suatu wilayah perlu
disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang
dengan Menggunakan Taksi.

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
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(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh  Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:

a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi dalam wilayah Daerah; dan

b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa
Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.

Pasal 46

(1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang
dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 minimal meliputi kegiatan:

a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;

b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap
bangkitan perjalanan,;

c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;

d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi
sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan

e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah
kendaraan, dengan mempertimbangkan:
1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor; dan
2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.

(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan kepada masyarakat.

(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

Pasal 47
Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan
Pasal 46 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Pasal 48
(1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan pelayanan
Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu
yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
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Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan
Mobil Penumpang Umum dengan wilayah operasi terbatas
pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya
berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan
perdagangan, dan kawasan wisata.
Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang
di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal meliputi kegiatan:
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap
bangkitan perjalanan;
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi
sekarang dan S (lima) tahun yang akan datang;
e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah
kendaraan, dengan mempertimbangkan:
1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor; dan
2. kapasitas kendaraan yang akan melayani;
f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
pelayanan sebagai berikut:
a. pelayanan  Angkutan  terbatas dalam  kawasan
permukiman atau kawasan tertentu; dan
b. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan.

Pasal 49

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan

Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan Mobil Penumpang Umum beroda empat
dan/atau Mobil Penumpang Umum beroda tiga dengan
kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;

b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama
kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen
pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;

c. menggunakan tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan
warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. dilengkapi dengan surat tanda nomor Kendaraan
Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik
Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan

e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan
masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah
terbaca oleh Pengguna Jasa.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran tulisan dan
identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Perizinan Berusaha

Pasal 50
Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki Perizinan
Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
Permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam
Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik atau Sistem OSS.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme,
dan tata cara permohonan = Perizinan  Berusaha
penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 51

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek harus memenuhi persyaratan:

a.

memiliki minimal 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan
dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat
Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji
berkala dan foto kendaraan;

Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan
kendaraan/pool;

memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang
mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan
Bermotor;

kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan
kendaraan/kuota yang ditetapkan;

menyusun rencana bisnis/business plan Perusahaan
Angkutan Umum;

memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; dan
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memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara
elektronik.

Paragraf 5
Pengawasan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 52
Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh petugas
pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan
secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas

dan Angkutan jalan; dan/atau

b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 53
Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 dilakukan di:
tempat wisata;
ruas jalan;
tempat keberangkatan;
tempat penyimpanan kendaraan; dan
tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tidak memenuhi
ketentuan Standar Pelayanan Minimal maka Bupati sesuai
dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan
meninjau ulang Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak
dalam Trayek yang diberikan kepada perusahaan.

oo P

Pasal 54
Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 dilakukan terhadap pemenuhan:
a. persyaratan Perizinan Berusaha Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek; dan
b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor
Umum.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Perizinan
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. dokumen Perizinan;
b. dokumen Angkutan;
c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi
tanggung jawab perusahaan;
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jenis pelayanan;

tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;

tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.

(3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan
laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. tanda bukti lulus wuji berkala Kendaraan Bermotor
Umum;

b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan

c. Standar Pelayanan Minimal.

oo

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Angkutan Barang

Paragraf 1
Umum

Pasal 55
Angkutan Barang terdiri atas:
a. Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan
Bermotor; dan
b. Angkutan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor.

Paragraf 2
Angkutan Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor

Pasal 56

(1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a
wajib menggunakan Mobil Barang.

(2) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib
dilengkapi dengan dokumen, meliputi:

a. surat muatan barang; dan
b. surat perjanjian pengangkutan barang.

(3) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai
sanksi administratif, berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pencabutan Izin;

c. denda admistrasi; atau
d. paksaan pemerintah.

(4) Dalam hal Setiap Orang atau Badan Usaha yang telah
dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b, masih melakukan kegiatan
usahanya, Bupati dapat memberikan sanksi administratif
berupa paksaan pemerintah, yang meliputi:

a. penutupan sementara;
b. penyegelan; dan/atau
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c. pembongkaran.

Pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa
penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat
dilakukan tanpa didahului dengan pemberian peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57
Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang
dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) dapat menggunakan:
a. Mobil Penumpang;
b. Mobil Bus; atau
c. sepeda motor.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang
dirancang khusus;
b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut
sesuai dengan tipe kendaraannya.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk sepeda motor meliputi:
a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi; dan
b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus)
milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang,
Mobil Bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Paragraf 3
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 58

Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan
Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan
kebutuhan Daerah.

Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan
Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan.
Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap
Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).
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Paragraf 4
Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Barang

Pasal 59

Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Barang wajib

mematuhi ketentuan mengenai:

a. tata cara pemuatan;

b. daya angkut;

c. dimensi kendaraan; dan

d. kelas jalan yang dilalui.

Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

penempatan muatan pada ruang muatan;

distribusi beban;

tata cara pengikatan muatan;

tata cara pengemasan; dan

tata cara pemberian label atau tanda.

Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan berdasarkan JBI dan/atau JBKI.

Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor

yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur
belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikelompokan sebagai berikut:

a. jalan kelas I, merupakan jalan arteri dan kolektor yang
dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar
tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter,
ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas
ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu
dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10
(sepuluh) ton;

b. jalan kelas II, merupakan jalan arteri, kolektor, lokal, dan
lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor
dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima
ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000
(dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200
(empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu
terberat 8 (delapan) ton;

c. jalan kelas III, merupakan jalan arteri, kolektor, lokal,
dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor
dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu
seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000
(sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500
(tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu
terberat 8 (delapan) ton; dan
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d. jalan kelas khusus, merupakan jalan arteri yang dapat
dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran Ilebar
melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran
panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter,
ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus)
milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10
(sepuluh) ton.

Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai

sanksi administratif, berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pencabutan Izin;

c. denda admistrasi; atau

d. paksaan pemerintah.

Dalam hal Setiap Orang atau Badan Usaha yang telah

dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dan huruf b, masih melakukan kegiatan
usahanya, Bupati dapat memberikan sanksi administratif
berupa paksaan pemerintah, yang meliputi:

a. penutupan sementara;

b. penyegelan; dan/atau

c. pembongkaran.

Pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa

penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b, dapat
dilakukan tanpa didahului dengan pemberian peringatan

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

sampai dengan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60
Pengawasan muatan Angkutan barang dilakukan pada
lokasi tertentu
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
dengan mempertimbangkan:
a. rencana tata ruang;

b. pusat bangkitan perjalanan;

c. jaringan jalan dan rencana pengembangan;

d. volume lalu Lintas Harian Rata-Rata/LHR Angkutan
barang;

e. keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;

f. kondisi topografi;

g. efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan; dan

h. ketersediaan lahan.
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Pasal 61
(1) Pengawasan muatan Angkutan Barang dapat dilakukan
dengan penimbangan yang dapat dipindahkan.
(2) Pengawasan muatan Angkutan Barang dengan alat
penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan
Angkutan Barang menggunakan Kendaraan Bermotor di
Jalan dan penyidikan terhadap pelanggaran muatan.
(3) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat
penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat
penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan dalam hal:
a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan
Angkutan barang;

b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh
kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau

c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap
pada ruas jalan tertentu.

(5) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C

Bagian Kesatu
Perencanaan Terminal
Paragraf 1
umum

Pasal 62
Perencanaan Terminal Penumpang meliputi:
a. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang;
b. penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; dan
c. tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Paragraf 2
Rencana Lokasi dan Kebutuhan Simpul
Terminal Penumpang

Pasal 63
(1) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a disusun
berdasarkan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
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Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun
waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi secara
berkala minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang

Pasal 64
Penetapan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 huruf b harus memperhatikan
rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Simpul Terminal Penumpang tipe C.
Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagi